
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOISR

NOMOR 11 TAEIUN 2005

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT TOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa parkir adalah pungutan daerah berupa
retribusi, uamun deugan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undangNomor 18 Tahun 1997 bahwa parkiradalah
pungutan daerah berupa pajak;

b. bahwa dalam Peraiuraa Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 30 Tahun
1999 telah ditetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan dengan adanya
perubahan undang-undang sebagaimana dalam point “a” perlu diadakan
penyesuaian, dan untuk maksud tersebut ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang . Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 7b, Tamballan
Lem baran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Linlas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Taliun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 245,Tambahan Lembaran NegaraNomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3987);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan
Lembaran NegaraNomor 3794)

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Penmdang-imdangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nom or 53, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4389 );

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nom or 38; Tambahan Lembaran Negara Nom or 4493);
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8. Undang-undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaagaa Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negate Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36; Tambahan Lembaran NegaraNomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintis Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63; Tambahan
Lembaran NegaraNomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4137);

Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMIJM

Pasal 1

DaJam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
I. . Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Kepaia Daerah adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Jalan adalah prasarana transportasi yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang dijalan.
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor

dan kendaraan tidak bermotor.
8. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilalcukan oleh orang

pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan *•

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

II. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usalia ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroau komanditer, perseroan laiunya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi,
koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis dan bentuk badan lainnya.
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I
12.Nornor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang

diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana daiam perpajakan yang dipergunakan w

sebagai tanda pengenal diti atau idetitas Wajib Pajak Daerah daiam melaksanakan hak dan
kewajiban peipajakan.

13. Masa Pajak adalah jaagka waktu yang lamanyasama dengan 1(satu) bulan takwim.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahua takwim kecuali jika Wajib Pajak

meaggunakan tahua buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
15. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saal, daiam Masa Pajak,,

daiam Tahua Pajak meaurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Id. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang

oleh Wajib Pajak <iigunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, meaurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak daerah.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerali yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan yang
meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

19. Surat Ketetapan P^jak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah
surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerali Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telali ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah
surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak,
kamia jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

23. Surat Tagihan Pajak Daerali yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak daerah dan/atau sanksi administrasi berupabunga dan/atau denda.

24. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data,

dan/atau keterangan laimiya untuk menguji kepatuhan pemeauhan kewajiban perpajakan
dan untuk tujuan lain daiam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan
pengisian Surat Pemberitaliuan dan lampiran-lampirannya tetmasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya.

27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang teijadi, serta menemukan
tersangkanya.
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BABE

KAMA, SUBJEK, OEJEK DAN WAJIB PAJAK PARKIR

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan parkir diiuar badan
jaian.

Pasai 3

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat
parkir.

Pasal 4

(1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diiuar badan jaian, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk'penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor
yangmemungutbayaran.

(2) Tidak tennasuk objek pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah penyelenggaraan
tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau instansi pemerintah lainnya.

Pasal 5

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB in

DASAR PENETAPAN DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jurnlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk
pemakaian tempat parkir.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jurnlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 8

Pajak dipungut di Wilayair Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 9

Besamya pajak terutang dihitung dengan caramengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
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BAB V

MASA PAJAK,SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lain anya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) hams diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak alau kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima betas) hari setelah diterima.
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN.PAJAK.

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bupati menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat
waktu paling lama 30 (tiga puluk) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal 14

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN;

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksudpadaayat (2) huruf “a” diterbitkan:
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain pajak terutang tidak atau

kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambai dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnyapajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tettulis, dikenakan sanksi aministtasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu
yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
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c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling laina 24 (dua puluh anpat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “b” diterbitkaa, apabila ditemukan
data barn atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5 ) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c” dditerbitkan apabila jumlah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang ,

sebagaiiiiana dimaksud pada ayat (2) huruf “a” dan “b” kurang atau tidak sepenuhnya
dibayar dalani jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penarnbahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

dalam SKPDKB dan SKPDKBT

BAB VH

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Dalam kal pembayaran dilakukan di ternpat lain yang ditunjuk maka basil penerimaan
pajak daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
^menggunakan SSPD.

Pasal 16

(1) Pembayaran pajak daerah harus dilakukan secara tunai/Junas.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib pajak untuk

mengangsur pajak yang terhutang dalam kurun waktu tertentu, dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran
pajak sampai batas waktu yang ditentukan seteiah memenuhi persyaratan yang ditentukan,
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang bayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tatacara pembayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1),.diberikan tanda bukti
pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
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Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeiuarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalarn jangka 7 (tujuh) hari setelak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
Iain yang sejenis, wajib pajak karus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dikeiuarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis, pajak ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Paksa atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal penerimaan Surat Paksa, Bupati atau pejabat yang ditunjukmenerbitkan Surat Perintah
melaksauakan penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah
lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Bupati atau pejabat yang cfitunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal
pelelangan ke Kantor Lelang Negara

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempatpelaksanaan lelang
juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

BAE IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Berdasarkan petmohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan
dan pembebasan pajak.

(2) Syarat-syarat dan tata cars pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan paj
sebagaiatnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraiuran Bupati.
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BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAK KEIETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN S^ANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) Bupati kareaajabataa atau atasperanokonan wajib pajak dapat:
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SPTD yang penerbitannya

terdapat kesalahan tubs, kesalahan hitung dan/atau kekeiiruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar,
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, deuda dan

kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekbilafan
wajib pajak atau bukan karenakesalahannya;

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas ' SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal ditedmanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan
yangjelas.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudak harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak diberikan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

^penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuaii wajib pajak dapat menunjukkan
babwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal sural permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,
sudak memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memmda kewajiban
membayarpajak.

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalan
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
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BAE XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya peraluran daerah ini, maka segala ketentuan lain yang bertentangan
dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini inulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang niengetahuinya, metneriniahkan pengundangan Peraluran Daerah ini
dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
padatanggal 30 Desember 2005

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG S3TORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 30 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAJVIOSIR

^ASAWU, SH,LIBERTY'
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010081442.
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(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada .;ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak. •

Pasal 2&

Apabila pengajuan keberatan sebagaiamaiia dimaksud dalam Pasal 26 alau banding
sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seiuruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan deugan ditainbah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan, uniuk paling lama 24 (dua piduh empat) bulan:

BAB xn
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) harus metnberikan keputusan.

(3 ) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau
pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan, pennohonan pengembalian lcelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP)

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu.2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran psyak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah
bukuan dan bukti pemindah bukuau juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB xm
KADALUARSA

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajalc, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
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undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.


